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di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
 
 

SURAT EDARAN 
NOMOR B.321/MEN-SJ/PL.770/V/2025 

TENTANG 

TATA CARA PENGGUNAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Sehubungan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  6 Tahun 2022 
tentang Tata Kelola Penggunaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas di Lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam proses penyesuaian dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar 
Kebutuhan Barang Milik Negara, untuk menjamin pengelolaan Barang Milik Negara 
pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap berjalan sesuai Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku, agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut:  

1. Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Alat Angkutan Darat 
Bermotor Dinas lingkup Satuan Kerja/Unit Kerja masing-masing sesuai 
pengaturan sebagai berikut: 
a. SBSK Kendaraan Jabatan sebagaimana tabel I dan tabel II terlampir.  

b. Standar Barang Kendaraan Operasional sebagaimana tabel III terlampir.  

c. Standar Kebutuhan Kendaraan Operasional agar menyesuaikan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan 
Standar Kebutuhan Barang Milik Negara yaitu berdasarkan Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebelum delayering yaitu sesuai jumlah 
Pejabat Eselon III untuk Kantor Pusat, Pejabat Eselon IV dan V untuk Kantor 
Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
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6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018. 

d. Untuk Satuan Kerja  yang baru ditetapkan setelah terbitnya SOTK Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017, Standar 
Kebutuhan Kendaraan Operasionalnya mengikuti Standar Kebutuhan sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan 
Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi SBSK penggunaan Alat Angkutan Darat 
Bermotor Dinas secara berkala sekurang – kurangnya satu tahun sekali. 
Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana tabel IV terlampir. 

f. Satuan Kerja yang memiliki eksisting Kendaraan Operasional melebihi SBSK 
diharapkan melaksanakan optimalisasi melalui transfer keluar kepada Satuan 
Kerja dengan mengusulkan kelebihan kendaraan operasional tersebut ke 
Pengguna Barang secara berjenjang untuk dialihkan kepada Satuan Kerja 
yang membutuhkan kendaraan operasional dalam mendukung tugas dan 
fungsi. 

g. Dalam rangka Satuan Kerja Kantor Daerah yang memiliki beberapa wilayah 
kerja yang luas sehingga memiliki Kendaraan Operasional eksisting melebihi 
SBSK, agar mengusulkan kelebihan Kendaraan Operasional tersebut sebagai 
Kendaraan Fungsional kepada Pengelola Barang secara berjenjang disertai 
justifikasi yang memadai antara lain luas wilayah kerja, kondisi medan yang 
sulit dilalui, dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). 

2. Penggunaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas sesuai dengan 
peruntukannya antara lain sebagai berikut: 
a. penggunaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas didukung kelengkapan 

administrasi antara lain: 
1) Surat keputusan Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja tentang Penanggung 

Jawab Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas diperbarui setiap awal tahun 
dan/atau saat pergantian Penanggung Jawab Alat Angkutan Darat 
Bermotor Dinas; 

2) Penanggung Jawab Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas agar 
menandatangani Berita Acara Serah Terima Alat Angkutan Darat 
Bermotor Dinas dan Berita Acara Pengembalian Alat Angkutan Darat 
Bermotor Dinas selambat-lambatnya 7 hari apabila sudah tidak menjabat 
sebagai Penanggung Jawab Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas; 

3) Peminjam Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas agar menandatangani 
surat peminjaman dan mengembalikan Alat Angkutan Darat Bermotor 
Dinas sesuai akhir tanggal peminjaman sebagaimana format I terlampir. 
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b. Kesesuaian penggunaan antara lain: 
1) Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas digunakan sesuai peruntukan untuk 

menunjang tugas dan fungsi Satker; 
2) Kendaraan Jabatan digunakan oleh pejabat pemerintah untuk 

kepentingan operasional Satuan Kerja dalam rangka menunjang 
pelaksanaan tugas dan fungsinya; 

3) Kendaraan Operasional digunakan untuk mendukung operasional 
kantor/satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi; 

4) Kendaraan Fungsional digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi 
tertentu dan tidak diperuntukan untuk pejabat fungsional; 

5) Kendaraan operasional dan fungsional dikelola oleh pejabat yang 
menangani urusan rumah tangga perkantoran pada tiap Satuan Kerja/Unit 
Kerja selaku penanggung jawab;  

6) Penanggung jawab kendaraan menjaga keamanan Alat Angkutan Darat 
Bermotor Dinas antara lain: 
a) Kendaraan Jabatan yang melekat pada keberadaan Pejabat terkait 

agar disimpan di tempat yang terkunci dan dipastikan keamanannya; 
dan  

b) Kendaraan operasional dan fungsional digunakan pada hari kerja, 
tidak diperkenankan untuk dibawa pulang, disimpan di kantor dalam 
kondisi terkunci dan dipastikan keamanannya. 

7) Peminjaman Kendaraan operasional hanya untuk pelaksanaan tugas baik 
perjalanan dinas dalam atau luar kota sepanjang menunjukkan surat tugas 
dari kepala kantor atau pimpinan instansi atau pejabat yang ditugaskan 
sesuai kewenangannya; 

8) Penanggung jawab memiliki kewajiban untuk melakukan penyelesaian 
Kerugian Negara sesuai peraturan yang berlaku apabila terjadi kerusakan 
atau kehilangan yang diakibatkan oleh kelalaian atau melanggar hukum, 
atau tanggung renteng bersama peminjam Alat Angkutan Darat Bermotor 
Dinas; 

9) Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) 
a) Biaya BBM dibuktikan dengan bukti pembelian yang sah dan capaian 

kilometer yang ditempuh dikalikan dengan konsumsi BBM per 
kilometer per bulan yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b) BBM yang digunakan untuk keperluan perjalanan dinas, diisi kembali 
pada saat pengembalian Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas sesuai 
dengan kondisi semula (dibuktikan dengan foto indikator BBM 
sebelum dan sesudah pemakaian). 
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3. Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas dilakukan agar Alat 
Angkutan Darat Bermotor Dinas selalu dalam kondisi baik, normal dan siap 
untuk digunakan dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi, 
serta ketersediaan anggaran antara lain sebagai berikut: 
a. Biaya pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas tidak melebihi 

Standar Biaya Masukan (SBM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

b. Memastikan biaya pemeliharaan tidak digunakan untuk membiayai: 
1) perubahan spesifikasi Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas;  
2) perbaikan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas yang rusak disebabkan 

kecelakaan sebagai akibat kelalaian atau melanggar hukum. 

c. Biaya jasa servis dibuktikan dengan kuitansi, nota, atau faktur yang sah dan 
dapat dipertanggungjawabkan serta di bengkel yang memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak perusahaan atau pribadi pemilik bengkel; 

d. Biaya untuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya 
pajak kendaraan bermotor dengan bukti pembayaran yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Pemenuhan Kebutuhan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas dilakukan 
antara lain sebagai berikut: 
a. Pemenuhan kebutuhan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas dapat dilakukan 

melalui pengadaan dengan mekanisme pembelian atau sewa, dengan 
mempertimbangkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), 
SBSK, SBM, analisis biaya manfaat dan ketersediaan anggaran; 

b. Pemenuhan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas dilakukan dengan 
mekanisme pengadaan melalui pembelian dan/atau sewa; 

c. Pemenuhan kebutuhan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas selain melalui 
pembelian dan sewa, dapat dilakukan melalui pengalihan Alat Angkutan 
Darat Bermotor Dinas dari Satuan Kerja yang memiliki Alat Angkutan Darat 
Bermotor Dinas melebihi SBSK kepada Satuan Kerja yang membutuhkan Alat 
Angkutan Darat Bermotor Dinas; 

d. Pengalihan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
1) Kendaraan Jabatan tidak dapat dialihfungsikan menjadi Kendaraan 

Operasional; 
2) Kendaraan Jabatan yang akan dialihkan berumur lebih dari 5 (lima) tahun 

sejak tanggal perolehan atau berumur lebih dari 7 (tujuh) tahun sejak 
tanggal perolehan untuk Kendaraan Operasional kantor; 

e. Kendaraan Jabatan yang sudah melampaui umur ekonomis (lebih dari 5 
tahun) yang tidak dialihkan kepada Satuan Kerja/Unit Kerja lain agar dilakukan 
penghapusan; 
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f. Kendaraan Operasional yang umurnya lebih dari 7 (tujuh) tahun yang tidak 
dialihkan ke Satuan Kerja/Unit Kerja lain dan telah memenuhi kriteria 
penghapusan BMN secara teknis dan ekonomis dapat diusulkan untuk 
dilakukan penghapusan. 

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku: 

1. Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas yang sedang dilaksanakan tetap 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penggunaan Alat Angkutan 
Darat Bermotor Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan 
Standar Kebutuhan Barang Milik Negara; 

2. Satuan Kerja yang memiliki Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas dengan jumlah 
yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka harus melakukan penyesuaian 
terhadap ketentuan yang berlaku selambat – lambatnya 6 bulan sejak Surat 
Edaran ini mulai berlaku. 

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung 
jawab. 
 
 
 

Jakarta, 5 Mei 2025 
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 

Sekretaris Jenderal, 
 
 
 
 
Rudy Heriyanto Adi Nugroho 
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Lampiran Surat Edaran 
Nomor : B.321/MEN-SJ/PL.770/V/2025 
Tanggal : 5 Mei 2025 

 
Tabel I  

Standar Barang Kendaraan Jabatan 
 

Kualifikasi Jenis Spesifikasi 

A 
Sedan 3.500 cc, 6 Silinder 

Sport Utility Vehicles (SUV)/ 
Multi Purpose Vehicles (MPV) 

3.500 cc, 6 Silinder 

B 
Sedan 2.500 cc, 4 Silinder 

SUV 3.000 cc, 6 Silinder 

C 
Sedan 2.000 cc, 4 Silinder 

SUV 2.500 cc, 4 Silinder 

D SUV 2.500 cc, 4 Silinder 

E SUV 2.000 cc, 4 Silinder 

F MPV 2.000 cc Bensin atau 2.500 cc 
Diesel, 4 Silinder 

G 
MPV 1.500 cc, 4 Silinder 

Sepeda Motor 225 cc, 1 Silinder 
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Tabel II  
Standar Kebutuhan Kendaraan Jabatan 

 

Tingkat Jabatan Jumlah 
Maksimum Pilihan Jenis Kelas 

Maksimum 

Menteri dan yang setingkat 2 Unit Sedan dan/atau 
SUV atau MPV Kualifikasi A 

Wakil Menteri 1 Unit Sedan atau 
SUV/MPV Kualifikasi A 

Eselon IA dan yang 
setingkat 1 Unit Sedan atau SUV Kualifikasi B 

Eselon IB dan yang 
setingkat 1 Unit Sedan atau SUV Kualifikasi C 

Eselon IIA dan yang 
setingkat 1 Unit SUV Kualifikasi D 

Eselon IIB dan yang 
setingkat 1 Unit SUV Kualifikasi E 

Eselon III dan yang 
setingkat, yang 
berkedudukan sebagai 
kepala kantor 

1 Unit MPV Kualifikasi F 

Eselon IV dan yang 
setingkat, yang 
berkedudukan sebagai 
kepala kantor dengan 
wilayah kerja minimal 1 
(satu) kabupaten/kota 

1 Unit MPV Kualifikasi G 

Eselon IV dan yang 
setingkat, yang 
berkedudukan sebagai 
kepala kantor dengan 
wilayah kerja kurang dari 1 
(satu) kabupaten/kota 

1 Unit Sepeda Motor Kualifikasi G 
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Tabel III  
Standar Barang Kendaraan Operasional 

 
No. Jenis Spesifikasi 

1 Mobil MPV 1.500 cc, 4 Silinder 

2 Sepeda Motor 225 cc, 1 Silinder 
 

 
 

Tabel IV  
Format dan Contoh Laporan Monitoring dan Evaluasi 

 
Satuan Kerja : ..... 
Unit Kerja Eselon I : ..... 
 

No. Uraian Kendaraan 
Jumlah 
Standar 

Kebutuhan 
Eksisting Sesuai Tidak Rekomendasi 

1. Kendaraan 
Jabatan:      

a. 
Spesifikasi: 
Sedan 3500 cc, 6 
(enam) silinder 

1 1    

b. ...      

2. Kendaraan 
Operasional:      

a. Spesifikasi: SUV, 
2500 cc 8 10   

2 (dua) unit 
agar dialih 
penggunaan 
ke Satker 
lain mengingat 
kondisi 
masih baik 

b. ...      

3. Kendaraan 
Fungsional      
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Format I 
Format dan Contoh Laporan Monitoring dan Evaluasi 

 
 
 
 
 

 
SURAT PERMOHONAN PEMINJAMAN BARANG MILIK NEGARA 

BIRO KEUANGAN DAN BMN 
 

Kepada  

Yth. … 

 

Dalam rangka pelaksanaan … di …., dengan ini kami berencana akan meminjam 

Barang Milik Negara berupa … selama … hari dari tanggal …s.d. tanggal … yang 

berupa: 

Nama Peminjam : … 

Jenis/Nama BMN : … 

Merk : … 

Nomor Kendaraan : … 

Selama masa peminjaman, saya akan melakukan pengamanan dan pemeliharaan 

barang sampai dengan mengembalikan BMN dalam kondisi baik sama dengan saat 

awal penerimaan barang yang dipinjamkan. Saya bersedia melakukan penyelesaian 

ganti rugi kepada penanggung jawab BMN apabila terjadi kehilangan atau kerusakan 

yang diakibatkan kelalaian atau melanggar hukum. 

 

Mengetahui, (Kota), (Tanggal) 
Penanggung Jawab AADB  
Satker/Unit Kerja 

Yang Mengajukan Permohonan, 

  

(Nama Terang)            (NamaTerang) 
 

Kop Surat 
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